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BUPATI LAMANDAU 
PROVINS! K.ALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI LAMANDAU 
NOMOR 50 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMANDAU, 

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai 
landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 
2019; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katjngan, Kabupaten Seruyan, 
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung 
Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4180); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan ·Tanggung Jawab Keuang~n 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 44 21); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negera Republik 
Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran 
Negera Republik Indonesia Nomor 5650); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang peru.bahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 5657); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan W akil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Badan Layanan Umum Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negera Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

15. Peratu.ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nornor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara RepubliklndonesiaNomor 5165); 



19. Peratu.ran Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
RepublikindonesiaNomor 5219); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negera 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan Dan Penawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor ~8 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara RepubliklndonesiaNomor 6057); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuari Sosial 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 
Tahun _2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 541); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 



27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07. Tahun 
2011 ten tang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah 
Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank 
Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamandau Tahun 2011 Nomor 65 Seri A); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lamandau 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 
Nomor 69 Seri A); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 
2011 ten tang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 
Lamandau Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamandau Tahun 2011 Nomor 71 Seri A); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 
2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 
Nomor127, Tambahan Lembaran Daerah Nomorl 76); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145 Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192). 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 
2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2019. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA. DAERAH KABUPATEN 
LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2019 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas: 
1. Pendapatan: 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 
b. Dana Perimbangan Rp. 
c. Lain-lain Pendapatan yang Rp. 

sah 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

40.962.444.400 
646.575.273.503 
116.500.833.287 

Jumlah Pendapatan Rp. 804.038.551.190 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 

Rp. 288.074.990.647 
Rp. 



3) 
4) 
5) 
6) 
7) 

Belanja Subsidi Rp. 
Belanja Hibah Rp. 
Belanja Bantuan Sosial Rp. 
Belanja Bagi Hasil Rp. 
Belanja Bantuan Rp. 
Keuangan kepada 
Provinsi/ Kabupaten/ 
Kota/ dan Pemerintah 
Desa 

14.538.084.500 
1.780.000.000 
1.418.873.454 

133.451.444.153 

8) Belanja Tidak Terduga Rp. 1.562.425.500 

Jumlah Belanja Tidak Langsung 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp. 
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 
3) Belanja Modal Rp. 

64.745.571.658 
169.049.488.899 
126.626.896.805 

Rp. 440.825.818.254 

Jumlah Belanja Langsung Rp. 360.421.957.362 

Jumlah Belanja Rp. 801.247.775.616 

3. Pembiayaan: 

a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Rp. 
Rp. 

Surplus / (Defisit) Rp. 2. 790. 775.57 4 

37.770.608.785 
10.480.000.000 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 27.290.608.785 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun bekenaan Rp. 30.081.384.359 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dirinci 
lebih lanjut pada Lampiran I Peraturan ini. 

Pasal 3 

~ Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut 
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3, merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan 1m 

dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan 
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



Agar setiap oran g mengetahuinya, m emerintahkan pengu n dangan Peraturan 
Bupati ini da la m Berita Daerah Ka bupaten Lamandau. 

Diundangkan di Nanga Bulik 
pada tanggal 21 Desember 2018 

Ditetapkan di Nanga Bulik 
pada tanggal 2 1 Desember 2018 

BUPATI LAMANDAU, 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 

ARIFIN LP. UMBING 
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
TAHUN 2018 NOMOR 572 


